GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR... TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG

Menimbang

Mengingat

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka
mengoptimalkan pendapatan dan pelayanan kepada
masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan agar
pelaksanaannya berjalan dengan baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5979);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1199);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Keputusan Presiden Nomorl37/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si
sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun
2013-2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 52);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi
Kalimantan Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,
perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan Ilainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang
memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak
maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya,
kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat
berharga lainnya.

Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran,
standarisasi barang dan harga, pegadaan, penyimpanan, penyaluran,
penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan,
pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli,
penggunausahaan, serta penatausahaan.

Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan
daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.

Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil ditidang
perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan
pengujian lainnya.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat digerakkan
olen peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen
serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Ruangan adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata
ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sarana Olah Raga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan
berolahraga dan kegiatan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Arsip Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di Bidang
Kearsipan.

Pembayaran Administrasi Jasa Kearsipan adalah pembayaran atas
Jasa Penggandaan dan alih media, Jasa naskah sumber arsip dan
sejarah, Jasa konsultasi/tenaga ahli kearsipan, Jasa Penyimpanan
Arsip dan Jasa Wisata Arsip.
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Badan Perpustakaan adalah Lembaga Teknis Daerah yang
mempunyai tugas pokok pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang
Perpustakaan.

Perpustakaan adalah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa
pelayanan informasi.

Denda Keterlambatan Pinjaman Buku adalah pembayaran atas
keterlambatan buku yang dikembalikan sesuai dengan jumlah
hari/bulan yang terlambat ditetapkan dengan tarif yang ditentukan
dalam perundang-undangan yang berlaku.

Administrasi Kartu Anggota adalah pembayaran administrasi
pembuatan kartu anggota yang digunakan dalam produk jasa
layanan perpustakaan selama satu tahun.

Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir
berupa lahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikolela oleh
Pemerintah daerah.

Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, Villa yang
dimiliki odan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk
yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah Provinsi dan
pihak swasta.

Jasa Pelayanan dan Penyediaan Makan, Minum adalah jasa yang
disediakan oleh pengelola Penginapan/pesanggrahan/villa.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerahadalah Pemungutan
Daerah sebagai pemayaran atas jasa penjualan hasil produksi
Pemerintah Daerah antara lain bibit/benih ikan dan udang,
bibit/benih tanaman, bibit/benih ternak dan produksi usaha daerah
lainnya.

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Daerah.

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan
intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan
dan pemberangkatan kendaraan umum.

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.

Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang berada di
lingkungan terminal.

Kios/Stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan di
lingkungan terminal yang antara lain dipergunakan untuk menjual
souvenir, loket penjualan tiket, tempat makanan dan minuman.

Sarana Kebersihan Umum adalah bangunan yang disediakan di
lingkungan terminal untuk peturasan, jamban dan mandi.

Tempat Reklame adalah tempat yang disediakan untuk
penyelenggaraan reklame.

Tempat yang disediakan di lingkungan terminal yang dipergunakan
untuk mencuci kendaraan.
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Tempat Cuci Kendaraan adalah tempat yang disediakan di
lingkungan terminal yang dipergunakan untuk mencuci kendaraan.

Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang
ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pemungutan Daerah sebaai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usasha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan peneyetorannya.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerahadalah pemungutan atas
Pemakaian Kekayaan Daerah.

Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menggunakan prinsip komersial.

Pendaftaran dan Pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperoleh data/Zinformasi serta penatausahaan yang dilakukan
oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib
retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

Surat Setoran Retribusi Daerah; yang selanjutnya disingkat SSRD;
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.
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50. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda;

51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

52. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang
harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah
ditentukan.

53. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian Kkegiatan
pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian
surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan
kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi
yang terutang.

54. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib
Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang
belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

56. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan
atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

57. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan
pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

58. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu
waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang.

KetentuanPasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Jenis Retribusi yang dimasukkan golongan Retribusi Jasa Usaha
meliputi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerabh;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;dan

Retribusi Terminal.

S0 Q0T



Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal
19A, Pasal 19B, Pasal 19C, dan Pasal 19D serta ditambahkan 1 (satu)
bagian yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Retribusi Terminal
Pasal 19A

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah di terminal penumpang berupa
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,
tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut
retribusi dengan nama retribusi terminal.

Pasal 19B

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A
meliputi:

a. tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil
penumpang umum dan mobil bus;

tempat parkir;

Kios/Stand,;

sarana kebersihan umum;

tempat reklame;

tempat istirahat;dan

tempat cuci kendaraan.

Q@ +r000CT

Pasal 19C

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas
terminal penumpang.

Pasal 19D

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi.

Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara
tunai/lunas.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

(4) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti pembayaran.

(5) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang
ditunjuk.



Pasal 42 dihapus.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) diubah, sehingga Penjelasan Pasal 26 Ayat (1)
berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada
pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah
Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian
tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efesien. Kegiatan
pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak
ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terhutang,
pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Penjelasan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Pembayaran retribusi dilakukan di Kas
Daerah atau ditempat yang yang ditunjuk” adalah pembayaran
retribusi yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di
wilayah tersebut.

Ketentuan Lampiran | huruf C dan huruf K dihapus sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran | huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf
J, huruf L, huruf M, huruf O, huruf P, huruf Q, huruf R, huruf T dan
Huruf U diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Ketentuan Lampiran | ditambahkan 6 (enam) huruf yakni, huruf X, huruf
Y, huruf Z, huruf AA, huruf BB dan huruf CCsehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran Il angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Ketentuan Lampiran IV huruf A, huruf B, huruf C dan huruf Ddiubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran V huruf A, huruf B, huruf C dan huruf E diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Lampiran VI ditambahkan huruf A sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN TIMUR,

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ...

NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (..../2017)



